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ABSTRAK

Semua maryârakât membutuhkan huksm yâng setuai dengân âtmosflrnyâ. Bangsa lndon€s]:
yang bersifÂt komunal, tentunya model hukumnyà tidak bls. disômakan dengan model
hukum bàngsà Belandâ (Eropâ) yang bersifat indivldual. Càrut màrutnyà kehldupân hukum
di Indoneda raât ini karenà adànya ketidâkcocokan hukum ying berlaku sebâgai produk cârà
berpikir doktrlnâl \,!àrlsân koloniBl Belândà. Permasalahàn dalàm tulisan lnl yahu
bàgàimânâkâh menjàdikan hukum berfLrngsl bagl môsyarakat, seperti berfungslnya oxigen bâgi
mànusia. Hasll kalhnnya bâhwa agàr hukum dapàt meniawâb kepentlngan masyaÊkatnya,
maka hukum paung rldak dâpar berfungil sebagai: (1) bag!àn dari sistem kontrol sosial; (2)
alar penyelesal sengkeË; dân (3) fùngst redlstrlbusl atâu fungsl rekâyasâ so5lal. Dàlam
kàitânnya dengan kepentingan hukum bàngsa lndonesli, mâka shtem hukumnyà harus
bersifa! humÀn15rlk berdaJàrkân Pâncàs iià

Kâta Kuncl: Hukum, masyârakat, dan fungtl hukum

ABSTRACT

A// socletlet need laws in accorddnce t th the âtmospherc. Indonesian natlon that ls
connundt of cou6e the model law can not be equdted wJù the legâl model of the Dutch
(European) thât it individualized, Collepte life of law ln lndoietla àt thlt tllne becaute of the
lncompàtibility of the law àt è product of doctrinal thinklng Dutch colonlal heritage,
Ptoblems in thii paperit k hàw to mdke the law work for the community, tuch at axygen for
hunlan functlaning. The resultJ ofttudlet that lnl order lor the law cdn addrets the needt ol
soclety, then the ldw could at leastserve dt: (/) pàrt of the system of toclal contrc, (2)
meant of dispute settlement, ahd (3) function of redlttrlbutlon or the functlon of soclal
engineerr'ng. ln relatlon to the legal lnterettt of Indonetla, the legal tyttem thould be bated
on Pancatilê hu manistic,

Key Word, Law, Soclety and Legàl Functlont
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I. PENDAHULUAN

Mengibaratkan hukum sebagai oxigen didasarkan pada

pemikiran bahwa "setlap orang butuh oxigen, namun oxigen

yang dibutuhkan sedap orang tldâk sâmai begitu iuga dengan hukum, setiap

masyarakat butuh hukum namun tidak semua masyarakat membutuhkan

tipe hukum yang sama. Ini mengingat tidak ada suatu masyarakat yang tidâk

membutuhkan kehadiran hukum, namun hukum dimakud yang sesuai

dengan situasi, kondisi dan perkembangan lingkungannya (atmosfirnya).

Argumentasi di atas seialân dengân pandangan Eugen Ehrlich sosiolog

hukum berkebangsaan Austria dan digolongkan sebagai salah satu tokoh

mashab sociologica/ .iurisprudence bahwa "... the center of the grâvity of

legal development lies not in legislation, nor in juristic science, nor in

..'judicial decision, bul in sociery it self..." lni dikarenakan ia

memperkenalkan konsep living law, yang iuga sejalan dengan pemikiran

Friedrich Cârl von Savigny, pemiklr utama dalam mashab sejarah hukum'

sekalipun tidak âdâ yang berani menyimpulkan bahwa pemikiran Ehrlich

memang dipengaruhi oleh gagasan von Savigny (Huijbers, Theo, 1982 t

214). Sâmâ seperti Savigny, Ehrlich tidak melihat hukum sebagai suatu

aturan yang beradâ di luar anggota-anggota masyarakat, melainkan

diwuiudkan dan diungkapkan dalam kelakuan mereka sendiri. Hukum lahir

dari rahim kesadaran masyarakat akan kebutuhannya (opinio necessiates).
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Sedangkan Sarjipto Rahardjo (Sariipto, Rahardjo, 2OO8 : 31-32\

berpendapat bahwa hukum itu bukan institute yang jatuh dâri langit,

melainkan berakar pada suatu komunitas sosial-kultural tertentu. Komunitas

tersebut dapat diibaratkan sebagai lbu yang menyusui anaknya. Dalam hal

ini, masyarakat yang menyusui hukumnya dengan sekalian nilai, sejarah dan

tradisinya.

Bangsa Indonesia yang bersifat komunal, tentunya model hukumnya

tidak bisa disamakan dengan model hukum bangsa Belanda (Eropa) yang

bersifat individual. Namun demikian akibat bekas daerah jajâhan kondlsi

sistem hukum nasional kita sampai saat ini masih banyak berorientasi kepada

sistem hukum Belanda yang bercirikan kodifikâtif. Hal inl disebabkan selain

banyaknya produk hukum peninggalan kolonial yang maslh berlaku sampai

saat ini sepeni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang

Hukum Perdata, Kitab Undan-Undang Hukum Dagang, Het Herzine

Inlandsch Reglement (HlR/RBC), bahkan berdasarkan inventârisasi yang

dilakukan Badan Pembinaan Hukum Nasional, terdapat sekitar 380

peraturan dari masa kolonial yang masih berlaku. lni disebabkan adanya

kebijaksanaan pembangunan hukum yang bersifat pembinaan dan

pembaharuan yakni masih tetap menggunakan hukum peninggalan kolonial

yang disesuâikan dengan kondisi lndonesia. Selain. itu disebabkan sistem

pendidikan hukum kita yang menghasilkân para penegak hukum dan
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pengembang hukum yang mâsih dldominasi cara berpikir hukum doktrinal

warisan kolonial Belanda.

Perwuludan cara berpikir doktrinal tenÉng hukum di atas, tergambar

adanya pemahaman bahwâ undang-undang dipandang sebagai sarana yang

paling efektif untuk mengawal kebijakan penguasa negara (/aw effectJvely

legitimâtes policy). Di samping itu peraturan perundang-undangan

merupakan cara utama penciptâân hukum naslonal dikarenakan (1) siiotem

hukum lndonesia berorient.àsi pada sistem hukum Hindla Belanda yang

merupakan sistem hukum kontinental yang mengutamakan bentuk sislem

hukum tertulis; (2) politik pembangunan hukum nasional mengutamâkan

penggunâan perâturan perundang-undangan sebàgai instrumen utamâ

dibândingkan hukurn yurisfrudensi dan hukum kebiasaan (Bagir, Manan,

1994 : lO).

Carut marutnya kehidupan hukum di lndonesia saat ini nampaknya

disebabkan adanya cara berpikir dan kebiiakan penggunâan hukum yang lahir

di era abad ke-19, padahal bangsa Indonesia sààt ini hidup dalam abad ke-

2l yang iauh berbeda dengan kondisi di àlam itbad ke-19. Alasan di atas

sesuai dengan pendapàt Esmi Warassih dalam pidato pengukuhan beliau

sebagai guru besar bahwa: "Penerapan suatu sistem hukum yang tidak

berasal atau ditumbuhkàn dari kandungan mâsyarakat merupakan masalah,

khususnya di negara-negara yang sedang berubâh karena terjadl

ketidakcocokan antara nilai-nilai yang menjadi pendukung sistem hukum dari
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negâra lain dengan nilai-nilai yang dihayati oleh anggota masyarakat itu

sendiri" (Esml, Warassih, 2OOl : 8).

Kondisi €arut marut penegakan hukum tersebut terlihat banyak

penolakan masyarakat terhadap -praktik penegakan hukum di lndonesia.

R€ndahnya kualitas penegakan hukum dapat di lihat pâda semua aspek dari

sistem hukum, baik yang menyangkut substansi hukum, struktur hukum,

maupun budaya hukumnya. Dalam bidang substansi hukum banyak

ditemukan muatan suatu peraturan perundang-undangan yang tidak pro

rakyat seperti hasil telaah Maryarakat Transparansi lndonesia (MTI) yang

menemukan sebanyak 79 Keppres yang bermasalah di antaranya soal mobil

nasional dan penjualan cengkeh (http:/./forum.detik.com). Dalam bidang

struktur hukum adanya ketidakpercayaan terhadap kinerja lembaga penegak

hukum yang ada seperti Kepolisian dan Kejaksaan sehingga harus

membentuk lembaga penegak hukum yang bersifat ad hoc seperti Komisl

Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

(Pengadilan Tipikor). Sedangkan pada budaya hukum ditemukàn âdanya

'putusan sesat'sepefti padâ kasus Sengkon dan Karta, juga adanya putusan

hakim yang saling bertentangan dalam mengadili sengketa hukum yang samâ

sepenl pâda kasus Prita Mulyasari (sKH Radar Lampung, Per,/uangan Tlada

Hentl tanggal 1 6 Agustus 201 1 ).

Perkembangan masyarakat selalu disenai dengan persoalan-persoalan

dan sekaligus tatanan-tatanan yang hendak mengâtunya. Setiap persoalan
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yang

yaitu

yang teriâdi di maryarakat membutuhkan cara pândang yang berbeda'

Sebagai contoh aliran teori hukum yang positivistik melayani kebutuhan

masyarâkal pada abad 19 yang sudah barang tentu tidak siap melayani

kebutuhan masyârakat saat ini. Kemajuan teknologi di berbagai bidang

kehidupan perlu diiringl perkembangan hukumnya, sehingga cara pandang

bersifat positivistik terus berkembang dan kini muncul wacara baru

cara pandang kritis dan konstruktivisme.

Berdasarkan uraian tersebut permasalahn dalam tulisan ini adalah

bagaimanakah menjadikan hukum berfungsi bagi masyarakat/ seperti

berfungsinya oxigen bagi manusia?

II. PEMBAHASAN

Berpikir tentâng hukum hanya seperti âpa yang lertuang dalam

peraruran perundang-undangan saat ini sudah tidak dapat Iagi menjawab

masalah-masalah hukum yang ada dalam masyarakat' Hal ini

dikarenakan kondisi masyarakat saat ini jauh berbeda dengan model

masyarakat pada era kotonial dahulu' Oleh karena itu mengkaji hukum

secara komprehensif tidak bisa melepaskan kajiannya dari

masyarakatnya. Perkembangan tipe hukum suatu masyarakat tergantung

perkembangan masyarakatnya' Tipe hukum tergantung kesiapan

bangunan masyarakalnya. Oleh karena itu bicara hukum harus

disesuaikan dengan konteksnya (konkrit) bukan dalam pengertiân
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tekstual (abstrak) seperti yâng ada dalam peraturan perundang-

undangan.

Agar hukum dapat menjawab kepentingan masyarakatnya, maka

hukum paling tidak dapat _ berfungsi: ('l) sebagai bagian dari sistem

kontrol sosial; (2) fungsi hukum sebagai alat penyelesai sengketa; dân

(3) fungsi redistribusi (redktributive funcdon) atau fungsi rekayasa

sosial (soclal engineering functlon) (Friedman, M. Lawrence, 2001 :

11-r8).

1) Fungsi Hukum sebagai Bagian dari Sistem Pengendallan Soslal

Hukum yang formal bukan satu-satunya sarana kontrol sosial,

Kontrol sosial dalam masyarakat. dapat timbul darl nilai-nilai yang

terdapat dalam masyarakat itu sendiri. Meskipun demikian

sesederhana apapun tetap pengorganisasian suatu maryarakat dan

kelangsungan kehldupan bersama tetap teriaàa karena adanya fungsi

kontrol sosial. Hanya saja efektivitas mâsing-masing sarana

pengendali sosial berbeda-beda menurut Êrap perkembângan

maryarakatnya. Pada maryarakat yang sederhana tetap

pengorganisasian sosialnya dengan hukum adat (tidak tertulls) sudah

cukup untuk mengendalikan perilaku anggou masyarakat.

Berbeda halnya dengan masyarakat (modern) yang dikelola

dalam konteks organisasi yang disebut negara, maka pengendalian

sosiâl dengan menggunakan hukum modern (tertulis) terpaksa harus
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dikedepankan sebagaimana dikemukakan Lâwrence M. Friedman

bahwâ slstem kontrol sosial dalam arti merupakan fungsl dari sistem

hukum; semua sistem yâng menjadi skunder atau berada di

bâwahnya (Satjipto, Rahardio, 1998 :178'179). Dengan kata lain,

sistem hukum berkaitân dengan perilaku yang mengontrol. Sistem

hukum memerintrhkân orang apa yang harus dan iangan dilal<ukan,

dan sistem hukum itu menunjang perintâh-perintahnya dengan

paksa. Menurut Solly Lubis (M. Solly, Lubis, 2OOO : 24), melalui

pendekatan sistem hukum dapat dipahami sebagai subsistem budaya'

Tegaknya hukum menunjang keterdban sosial, turut menjadi ukuran

nilai untuk mengukur tingkat budaya dan peradaban masyaral<at dan

bangsa. Dalam konteks ini sejauhmana hul(um berperan sebâgai

penegak tertib hukum (rechttorde), hukum sebagai simbul dan

sebagai sarana penegâk keadilan, sebagai penunjang cita-citâ

demokrasi, penuniang gagasan pemeratâan kesejahteraan, dan

pencegah kesewenang-wenangan.

Perbedaan antara macam-madam sarana pengendalian sosial

yang menonjol pada masing-masing bentuk maryarakat sebagaimana

diuraikan di aËs, tidak juga dâpat dianggap sebagai tahap-tahap

keberhasilan manusia dalam menyusun strategi pengendalian sosial.

Bâhkan di tengah-tengah kehidupan masyarâkat yang dikaugorikan

modern/ ternyata masalah efektivitas hukum sebagai alaVsarana
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pengendalian sosial masih menjadi keluhan banyak orang. Dengan

kata Iain, istilah "masyarakat modern" sebagaimana penulis gunakan

di atas, ridak dengan sendirinya dapat menunluk kepada suasana

kehidupan maryarakat modern yang terbebas dari ancaman prilaku

menyimpang anggot.anya. Hukum sebâgai salah satu sarana yang

paling diandalkan oleh masyarakat modern untuk mengendallkan

perilâku anggotânya ternyati hanya difungsikan untuk memaksakan

ketaatan warga yang tidak berdaya kepada perilaku-perilaku yang

dikehendaki oleh para penguasa negâra (Esmi, Warassih, 2O05 :

6 r).

Ahli hukum di Indonesia selalu mengkrltik kebijakan

penanggulangan keiahatan, hal ini karena kegagalan bangsa lndonesia

dalam memfungsikan hukum sebagai sarana pengendalian sosial tidak

saja terjadi dalam bidang hukum pidana, bahkan kegagalan yang

terbanyak iustru terletak dalam upaya memfungsikan hukum

admlnstrasi negara sebagai sarana pengendaliàn perilaku pejabat

dalam menjalankan birokrasi pemerlntahan.

Uraian di atas ingin menielaskan penyakit latent yang

terdapat pada hukum modern, dan sekaligus Juga merupakan

tantângan bagi masyarakat modern termasuk lndonesia untuk selalu

memperbaharui keadaan hukumnya. Dikatakan sebagâi penyakit

latent, karena hampir tidak ada bangsa-bangsa di dunia yâng mampu
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menggunakan hukum sebagai âlat pengendalian sosial dengan

sempurna,

Memahami fungsi hukum dalam perspektif kontrol sosial,

menarik untuk dikemukakan pendâpât Emile Durkheim dalam " The

Dlvision of Labour in Society' yang berhasil menyusun konsepsi

tenËng dasar-dâsar yang mengikat orang-orang dâlant kehidupan

bersâma yang disebut masyarakat. Menurut Durkheim, masyaral<at

itu mengikat oleh kârena adanya solidaritas di antàrâ anggota-

anggotanya yaitu masyarakat yang mengikat atas dasar solidâritas

mekanis dan masyarakat dengan solidaritàs organis.

Masyarakat dengan solidaritas mekanis mendasarkan

terwujudnya masyarakat pada rasa keterikatan dan rasa persatuan di

antâra anggota-anggotânya.

penyimpangan-penyimpangan dngkah Iaku merupakan hal yang

bertentangan dengan solidaritas. Pada masyarakat demikian, hukum

yang berlaku adalah hukum represif yaitu hukum yang bekerja

dengan cara memberil<an sanksi pidana pada anggota-anggoÉ

masyarakat yang melanggar hukum dengan tujuan agar para anggota

masyarakat menlpunyai keseragaman dalam tindakan-tindàkânnya,

Masyarâkàt dengan solidaritas organls yang mendasarkan

terwuiudnya masyàrâkât atas kesadaran akan kebebasan para

ànggotanya untuk melakukan perbuatan-perbuaran dan untuk

Perbedâân pendapat dan
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berhubungan satu dengan yang lain, yang karena sifat sosial manusia

maka kebebasan demikian itu menyebâbkan musnahnya maryarakat.

Pada masyarakat yang demiklan, hukum yang berlaku adâlah hukum

yang bèrsifat restitutif _yaitu hukum yang bekeria dengan cârà

menyediakan sarana untuk memulihkan keadaan menjâdi seperti

semula, bllamana terjadi gangguan dalam hubungan di antâra

anggora-anggota masyarakat. Hukum yang bersifat restitutif sesuai

bagi masyarakat dengan solidaritâs organis karena masyarakat

demikian ini mendasarkan diri pada kebebasan para anggotanya.

2) Funçi Hukum Sebagai Alat Penyelesalan Konflik (Sengketa)

Dalam Kehldupan masyarikat hampir selalu ada perbedaan

antara pola-pola perikelakuan yang nyâta (actual behavior) dengan

pola-pola perikelakuan yang dikehendaki oleh hukum (expectea

behavior). Perbedâan tersebut terkadâng menimbulkàn konflik aau

pertentangan di dalam maryarakât yang memerlukan penyelesaian,

Harry C. Bredemeier (C Bredemeier, Harry, 1969 :73)

menyatakan bahwa fungsi hukum adalah untuk mengatasi atau

menyelesaikan konflik secara tertib, fungsi ini berlaku setelah konflik

terjadi (the funaion of the law is the orderly reso/ution of conllicT

the law is brought into operation âfter there has been a conlTlct).

Dalam pandangan sebagaimana tersebut di atas biasanya

hukum tidak lagi dikonsepsikan sebagai gejala normatif, oronom,
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kaitân dengan berbagai variabel sosial lainnya. Hukum sebagai gejala

sosiâl-empirik dipandang sebagai suatu indevendent variabel yang

menimbulkan berbagal efek kepada aspek-aspek kehidupan soslal

lainnya dan sekaligus juga sebagai dependent vdrlabel yang

merupakan hasil dari bermacam-macam kuatan sosial dalam suatu

proses kemasyarakatan. Hukum berfungsi untuk menciptakan

kebenaran dan keadilân di dalam masyarakat. Fungsi hukum dalam

konreks ini dâpat dikatakan berperan melakukan transpormasi dan

reformasl di segala bldang kehidupan masyarakat, bangsa dân

negara. Dengan begitu dapat terjadi perubahan sikap mental dan

budaya hukum yang mendukung pembangunan yâng berkelanjutân

untuk mewujudkân suatu masyarakat, bangsa dan negâra yang tertib

dan adil.

Penggunaan hukum sebagai sarana penyelesaian konflik

(sengketâ), nampak telah merupakan pekeriaan yang biasa bagi para

sarjana hukum lndonesia. Hâl ini -tidak iauh berbeda dengan

pekerjaan para sariana hukum di Belanda, sebagalmana pernah

dikemukakan oleh H.F.M. Crombag (Ronny Hanitiyo, Soemitro,

l99O : 1) bahwa pendidikan hukum meliputi bidang-bidang di

sekitar konflik, yâitu: (a) bldang penyelesaian konflik secara formal,

yaitu peraditan; (b) bidang penyelesaian konflik secara informal,
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yaitu penyelesaian di luar pengadilan; (c) bidang pencegahan konflik

yâitu bidang prevensl. Konflik yang diselesaikan melalui proses

peradilan, bâik ltu dalam bidang perdata maupun dalam bldâng

pidana sebenarnya hanya merupakan sebâgian saja dari perlstiwa

hukum. Tugas sarjana hukum yang tidak kalah pentingnya adalah

penyelesaian konflik di luar proses peradilan dan tugas pencegahan

konfllk.

Di dalam mâsyarâkat yang kompleks saât lni dân terdapat

pelapisan sosial yang menyolok, maka pembentuk hukum

(perundang-undangan) selalu dihadapkan kepada pertentangan

(konflik) nilai-nilai dan kepentingan-kepentingan antar kelompok. Di

dalam masyarakat yang demikian, maka masalah yang dlhadapi oleh

pembentuk hukum adalah menetapkan nilai-nllal apakah yàng akan

diakui oleh hukum dan kemudian dikonkritkan ke dâlâm normâ-

norma hukum, sehingga selâniutnya akan digunakan sebagâi

pedoman untuk menyelesaikan sengketa dl tengah masyarakat.

Berhadapan dengân konflik nilai-nilai yang terjadi di tengah

masyarakat kompleks ini, maka menurut Chambliss (Satjipto,

Rahardjo, l98O : 49-5O), ada dua kemungkinan yâng dapat rerjadi

pada pembentukan hukum, yaitu: (1) Pembentukan hukum akan

dilihat sebagai suatu proses adu l(ekuatàn, dimana negara merupâkan

senjata di tangan lapisan yang berkuasa; (2) Sekalipun terdapat
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pertentângan. Hal ini menjadi salah satu persoalan u[âma dalam

pembinaan hukum di lndonesia.

Dalam rangka mendamaikan nilai-nilai dan kepentingan-

kepentingan yang saling bertenÉngan dalam pembentukan hukum,

Satiipto Rahârdjo (Satjlpto, Rahardjo, 1980 : 54) menekankan

akan perlunya mekanisme yang demokratis dalam pembentukan

hukum, yaitu ialan musyawarah untuk mufakat. Sebaliknya,

pembentukan hukum yâng mengabaikan mekanisme yang

demokratis akan memperhiam konflik di tengah masyarakat. Hal ini

nampak dalam pengambilan keputusan yang dilakukan para pihak

yang terlibat sengketa, dimana para pihak cenderung menolak cara-

cara penyelesaian konflik yang ditawarkan oleh hukum'

3) Fungsl Hukum sebagai Sarana Penggerak Perubahan (Rekayasa

Sosial)

Perkembangan bangsa lndonesia saat ini sudah berbeda

dibandingkan pada waktu enam puluh tahun yang lalu. Perubahan

tersebut dilakukan secara sadar dan berlangsung dengan cepat sejak

tahun 1969 (Repelita l) hingga sekarang. Keadaan sangat berbeda

dibandingkan pada waktu masyarakat lndonesia masih belum

menjalani kehidupan bersama dalam konteks bernegara, karena

meskipun terdapat perubahan sosial secara terus menerlls/ namun

tahap demi tâhap dari perubahân itu berlangsung secara perlahan-
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lahan. Perbedaan lainnya àdalah perubahan yang teriadi sejak tahun

1969 hingga sekarang merupakan perubahan yang diarahkan secara

sadar kepada tujuan yang telah ditetapkan sejak semula' Sebaliknya,

perubahan sosial yang berlangsung dl maryarakat Indonesia

sebelum kemerdekaan adalah perubahan yang berlâng-sung secara

alâmiah. Berkaltan dengan hal lni, Sunaryati Hartono (Sunaryati,

Hanono, 1991 : 79) mengemukakan bahwa:

"Dalam hati kecil kebanyakan ahli budaya dan ilmu
kemasyarakatan mungkin menghendaki agar masyarakat

kita sebaiknya iangan dimanipulasi, tetrpi dibiarkan
berkembang sendiri mencari pola, struktur dan budaya itu
sendiri. Padahal cara inl mungkin hanya dapat ditempuh di
dalam masyarakat desa yang kecil dan sederhana, yang

lauh dari pengaruh dunia luar, seperti teriadi dalam abad-

abad millenium pertàma' Di dalam masyarakat sepertl lni,

hukum memang tidak banyak peranannya untuk mengaÛr
pergaulan maiyarakat, sebab hukum yang tertuang dalam
keputusan kepala-kepalâ adat, hanya menguatkan apa yang

sudah berlaku di dalam masyarakat sebagal adat kebiasaan.

Jadi di dalam masyarakat yang tradisional/ hukum hanya

berfungsi sebagai pemelihara "status quo".

Sikap penolakan terhadap segala bentuk usahâ untuk

melakukan perubahan sosial yang bersifat manipulatif di atas, tidak

saja selalu ditunjukân oleh para ahli budaya dan ilmu

kemasyarakatan, tetapi juga pernah ditunjukkan oleh para ahli

hukum adât di lndonesiâ, yaitu dâlam bentuk penolakan terhâdap

penggunaan hukum sebagai sarâna memperbaharui maryarakat/

sebagaimana pernah diupayâkan oleh pemerintah kolonial di

lndonesia. Menghadapl penolakan tersebut, maka pemerintah
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kolonial pada waktu itu hârus membâgl penduduk Hindia Belanda ke

dalam tiga golongan, yaitu golongan penduduk Eropa, Timur Asing

dan Bumi Putra, sebagaimana di atur dalam pasal l3l dan 163

Indische Stddtregeling, Sikap apriori dari para ahll hukum adat pada

masa itu telah menimbulkan akibat rersendiri, sebagaimàna

dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja (Mochtar,

Kusumaatmâdia, 1976 : 4-5) bahwar

"Politik hukum yang bermaksud melindungl golongan
pribumi telah secara efektif mengisolasikan ,,golongan
pribumi'/ ini dari hubungan dan perkembangan hukum
masa kini, sehlngga mengakibarkan keterbelakangan dari
golongan ini dalam situasi dimana golongan-golongan yang
berbeda itu harus bersalng misalnya dalam perdagângan.
Sikap yang "a priori" menolak perundang-undangân
sebàgai teknik pembaharuan hukum berbekâs walaupun
dalam bentuk yang leblh lunak/ dalam suatu sikap yang
kolot (konservati0 terhadap usaha-usaha pembaharuan
hukum. Pemiklran tentang hukum di Indonesiâ hingga
belum lama berselang menggambarkan keadaan yang di
Iukiskân di âtâs".

Uraian di atas bermaksud menunjukkan bahwa penggunaan

hukum sebagai sarana untuk menggerâkkan perubahan masyarakat

sebenarnya sudah dimulai seiak zaman pemerintâh kolonial Belanda

di Indonesia. Meskipun efek yang dirimbulkannya ridak terlalu besar,

karena mendapat perlawanan dari para eksponen hukum adat pada

masa itu. Namun yang tidâk dapat disangkal adalah penyelenggaraan

pendidikan hukum oleh pemerintâh kolonial telah berhasil

melahirkan pakar-pakar hukum yang terlanjur terdidik menurut
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fadisi hukum Belanda yang bersifat positivistik. Selaniutnya setelah

bangsa lndonesia merdeka, ternyata alur perkembangan sistem

hukum di Indonesia banyak dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran

pakar hukum yang mer_lgenyam pendidikan hukum yang bertumpu

pada tradisi barat.

Penggunaan hukum sebagai sarana untuk menggerakkan

perubahan masyarakât akan semakin tampak dengan ielas apabila

pengamatan diarahkan kepada aktivitas pemerintah lndonesia dalam

pelaksanaan pembangunan. Pemerintah diberi tugâs untuk

membimbing bangsa Indonesla dalam mewuiudkan cita-cltanya

sebagaimana ditegaskan dalam Pembukaan Undang-Undang dasar

1945, yâitu "membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang

melindungl segenap bangsa bangsa lndonesia dan seluruh tumpah

darah lndonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum,

mencerdaskan kehidupan bangsa, dàn ikut melalsanakan ketertiban

dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan

keadilan sosial".

Tugas yang secara tegas dicantumkan dalam konstitusi

tersebut tentu saja harus diikuti dengan pemberian kewenangan

kepada pemerintah negara untuk berkreasi dalâm mengarahkan

perubahan masyarakat sampal pada bentuk yang diclta-citakan.

Hukum diharapkan mempunyai fungsi inovatif atau redlslrlbutif yang
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sebenàrnya berkâitan erat dengan proses perubahan sosial budaya

yang terencanâ dàn dikehendaki.

Pâda umumnya hukum sebagai sarana social engineering akan

lebih berhasll apabila berkaitan dengan bidang-bidang kehidupân

yang netral sifatnya, dalam ârti tidak menyangkut masalah pribâdi

yang bersifat sensitif. Steven Vago (Vago, Steven, 1990 : l8)

mengemukakan social engineerlng sebagai.: ...purposive, plane4 ana

dlrected socldl change inltJate4 guide4 and supported by the /aw.

Dengan istilah "berkreasi,/ sekedar untuk menghindari dari

penggunaan lstilah yang terdengar agak kasar, yaitu r/merekayasa

masyarakat,/rekayasa sosial" ârtinya seolah-olah membebaskan

pemerintah dalam menggunakan hukum untuk memanipulâsi

perkembângân masyarakat, atau membiarkan sekelompok orâng

menggunakan hukum untuk mengeksploitasi sekelompok orang lain.

Apâbila diperhatikan dengan seksama, dapatlah diketahui

bahwa bagian terbesâr dâri produk hukum di lndonesia selalu saja

bermakud untuk mengubah sesuatu. Oleh sebâb itu ciri menoniol

dari pelaksanaan tugas pembentuk undang-undang di lndonesiâ saat

ini terletak padâ pelaksanaan tugâsnya yâitu mendorong perubahan

sosiâl dengan perundang-undangan.

Perwujudàn dari ketiga fungsi hukum tersebut di âtas agar

sesuai dengan karakterisfik dan kepentingân hukum bangsa



Jurnal

@oo ILliltJ HUl(Ullrl LITIOA$

lndonesla, maka pembangunan sistem hukum nasional harus

berorientasi kemanusiaan (humanis). Hal ini mengingat walaupun

bangsa lndonesla telah leblh dari 60 tahun merdeka namun sistem

hukumnya masih sangat k€ntal diwarnai oleh nilai-nilai sistem hukum

kolonial (kultur liberal). Padahal sistem hukum suatu bangsa tidak

dapat dilepaskan dari kontek manusianya kârena hukum ada dan

diperuntukkan untuk kehidupan manusia. Oleh sebab iau norma

hukum selalu mengandung kultur hukum masyarakat yang

membentuknya.

Apabila bangsa lndonesia hendak membangun sistem hukum

yang humanis tentunya bangsa lndonesia dituntut untuk mengartikan

hukum tidak hanya terpaku dengan keria logika-deduktif semata

yang masuk ranah Iegalistik-dogmatik dan empirik-positivistik,

melainkan iuga hukum harus dibangun secara humanis-partisipatoris,

bermoral, hukum bukan untuk hukum melainkan untuk manusia dan

maryarakat ( logika-indu ktif).

Pembangunan sistem hukum nasional selalu menempatkan

ideologi negara Pancasila sebagai " mdrgin of Appreciatiod' dalam

setiap langkah hukum seperti proses pembuatân undang-undang,

proses penegakan hukum, proses penanaman kesadaran hukum

rakyat, bahkan dalam penerapan uil materill (/udlclâl revietù Yang

dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi (Muladl, 2007 : 5).
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Sedangkan makna kemanusian versi Pancasila memberiken inspirasi

bahwa slstem hukum nasional harus mengindahkan hak-hak asasi

manusia berkarakteristik Indoneslâ.

Pandangan Pancasila terhadap hakikat manusla menurut

Notonegoro yaitu kesatuan dari bagian-bagian susunan kodrat

terdiri darl jiwa dan raga, sifat kodrat (mâkhluk individu dan sosial),

dan kedudukan kodrât (makhluk berdlri sendiri dan makhluk

Tuhan). OIeh sebâb itu aliran yang diajarkan oleh filsafat Pancasila

mengenai hakikat manusia disebut " mono-pluralismd' atau "sarwâ

tunggâI", sehingga manusia adalah makhluk " mono-dualistik' atau

makhluk " mono-pluralistil?'. Berdasarkan pengertian ini, maka

terhadap pandangan yang menyatakan bahwa perkembangan

manusia bertolak dari kebebasan manusia sebagai kebebasan indivual

sebagaimana yang dianut oleh negara-negara barat bertentangan

dengan aiaran filsafat Pancasila.

Filsafat Pancasila mengaiarkân bahwa manusia hanya dapat

berkembang secara utuh di dalam lingkungan sosial, karena untuk

memperjuangkan kepentingannya manusia selalu memerlukan

bantuan orang lain. Oleh sebab itu kebebasan manusia

dikembangkan dalam kehidupan sosial melalui keselarasan,

keserasian, dan keseimbangan antâra hak dan kewajibannya.

Pancasila mengajarkan bahwa manusia adalah makhluk Tuhan yang
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otonom, artinya mengakui bahwa manusia memang bebas, merdeka

akan tetapi kebebâsan tersebut bukannya t:k terbahs. Faktor-faktor

yang membatasinya adalah diri sendiri, orang lâin atau masyarakat,

alam lingkungan, dan juga Tuhannya. Selain itu filsafat Pancasila

menempatkan manusia sebagai makhluk berbudaya memiliki potensi

pikir, rasa, karsa, dan cipta. Oleh karena itu sistem hukum nasional

yang berorlentasl kemanusiaan versi Pancasila selain memperhatikan

hak-hak asasi manusla (HAM), jugâ harus memperhâtil(ân kewâjiban

asasi manusia (KAM).

Kondisi sistem hukum nasional kita saat ini walaupun sudah

berorientasi kemanusian namun aspek kemanusiannya masih bânyak

berorientâsl kepada sistem hukum barat (Belânda). Hal lni

mengingat selain banyaknya produk hukum penlnggalan kolonial

yang mâsih berlaku sampai saat ini (dimensl pembangunan hukum

bersifat pembinaan dan pembaharuan), juga disebabkan sistem

pendldikan hukum kita yâng akàn menghasllkan para penegak

hukum dan pengembang hukum masih didominàsi cara berpiklr

hukum doktrinal warisan kolonial Belanda.

Reformasi hukum dalam rangka membangun Sistem hukum

naslonal yang berorientasi kemanusiaan versi Pancasilâ berarti

pembangunan tentang substansi hukum, pembangunan tentang

struktur hukum, dan pembangunan tentang budaya hukum harus
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memperhatikan HAM dan KAM bangsa lndonesia yang menurut

Ketetapan MPR Nomor ll/l4PV197g rentang pedoman

Penghayaun dan Pengamalan pancasila (p4) mellputi:

a) Mengakui persamaàn derajatr persamaan hak dan
persamaan kewajiban antara sesama manusia;

b) Saling mencinrai sesama manusla;
c) Mengembangkan sikap tenggang rasa;
d) Tidak semena-mena rcrhadap orang laini
e) Meniunjung tinggi nilai kemanusiaan;
0 Gemar melakukan kegiatan kemanuslaan;
g) Berani membela kebenaran dan keadllan;
h) Bangsa lndonesla merasa dirinya sebagai bagian darl

seluruh umat manusia, karena iau dikembangkan sikap
hormat menghormati dan bekeriasama dengan bangsa
lain.

Adanya sistem hukum nasional yang berorientasi kepada

HAM dan KAM bangsa Indonesia diharapkan sistem hukum

nasional tersebut dâpat membahagiâkan bangsa lndonesia. Tuntutan

adanya sistem hukum nasional yang membahagiakan tersebut

mengingat sistem hukum suatu bangsa dibuat oleh dan untuk bangsa

yang bersangkutan. Menurur Satjipro Râhardjo (Satiipto, Rahardio,

2OOB : 3l-32) bahwa hukum itu bukân institute yang jatuh dari

langit, melainkan berakar pada suatu komunitas sosiaFkultural

terlentu. Komunitas tersebut dapar dilbaratkan sebagai ibu yang

menyusui anaknya. Dalam hal ini, masyarakat yang menyusui

hukumnya dengan sekalian nilai, seiârâh dan tradisinya. Dalam kâitan

ini selanjutnya Satilpto Râharjo menyatâkan bahwa pemikiran

hukum perlu kembali pada filosofis dasarnya, yaitu hukum untuk

manusia. Dengan filosofis tersebut, maka manusla meniadi penentu
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dan titik orientasi hukum. Hukum bertugas melayani manusia, bukan

sebaliknya, Oleh karena itu, hukum itu bukan merupakan institusi

yang lepas dari kepentingan manusia. Mutu hukum ditentukan oleh

kemampuannya untuk mengabdi pada kesejahteraan manusia. Ini

menyebabkan hukum progresif menganut //ldeologi,, : Hukum yang

pro-keadilan dan Hukum yang Pro-rakyat,

Reformasi hukum dalam rangka pembangunan substansi

hukum yang berorientasi HAM dan KAM berarti pembangunan

substansi hukum baik dalam dimensi pembinaan, pembaharuan, dan

penciptaan harus secara komprehensif melindungi kepentingan

hukum negara, kepentingan hukum masyarakat, maupun

kepentingan hukum individu. Sebagai conroh peraruran perundang-

undangan dibuat berdasarkan asas kemanusian yaitu sebagaimana

termuat dalam Penjelasan Pasal 6 huruf b Undang-Undang Nomor

l0 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pembentukan Peraruran

Perundang-undangan. Yang dimaksud dengan "asas kemanusiaan"

adalâh bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan

harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak âsasi

manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan

penduduk lndonesia secara proporsional. Sedangkan contoh dalam

bidang hukuln pidana yaitu adanya pendekatan humanistik dalam

penggunaan sanksi pidana bahwa pidana (untuk si pelânggar) tidak

hanya harus sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan yang beradab
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tetâpi juga harus dapat membangkitkan kesadaran si pelanggar akan

nilai-nilai kemanusiaan dan nllâi-nilai pergaulan hidup bermasyarakat

(Barda Nawawi, Arief, 2OO8 ; 1O),

Reformasi hukum dalam rangka pembangunan struktur

hukum yang berorientasi HAM dan KAM berarti pembangunan

struktur hukum harus mencerminkan proses penegakan hukum

sebagai keseluruhan kegiatan dari para pelaksana penegak hukum

kearah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat

dan martabat manusia, ketertiban, ketenteraman dan kepastian

hukum sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Dengan adanya

pembangunan struktur hukum yang berorientâsi kepadâ HAM dan

KAM bangsa Indonesia, praktik-praktik penegakan hukum seperti

tebang pilih/ geregetan dan penyiksaan phisik dan non-phisik di masa

yang âkan datang lidak akan diketemukan lagi.

Sedangkan reformasi hukum dalam rangka pembangunan

budaya hukum yang berorientasi HAM dan KAM berani

pembangunan budaya hukum diarahkan sebagai proses penanaman

kesadaran hukum rakyat. Proses penanaman kesadaran hukum

rakyat dapat dilakukan melalui kebiiakân negara untuk meningkatkan

kegiatan sosialisasi, penyuluhan, penataran dan bahkan

memberdayakan masyarakat dalani proses legislasi' Adanya

kesadaran hukum rakyat diharapkan seluruh bangsa Indonesia

mengetahui hak dan kewajibannya sebagai Warga Negara.
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Guna menunjang reformasi sistem hukum nasional yang

berorientasi HAM dan KAM, maka pendidikan hukum dan

pengembângan ilmu hukum harus meninggalkan nuansa positivisme

yang melihat hukum ' semâta-mata sebagai t positlve Judgmenl

penguasa yang menjauhi tradisi empiris. Pendldikan hukum dan

pengembangan ilmu hukum semacam ini hanya akan menghasilkan

juris yang berwawasan sempit dan formal, yang mendayagunakan

hukum sebagai seni ketrampilan litigasi dan profesi semata-mata

yang jauh dàri keadilàn dan demokrasi. tsoclo legdl iudgment'harus

didayagunakan dalam segala aktivitas hukum termasuk pendldlkan

hukum. Pengembangan studi hukum harus dilakukan dengan'double

track systenl yaitu doktrinal dan non-doktrlnal.

III. KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Setiap masyarakat membutuhkan hukum, namun hukum yang

dibutuhkan oleh struktur masyarakât yang satu tidak sama dengan

kebutuhan akan hukum oleh masyarakat yang lâinnya. Agar hukum

dapat mengakomodasi semua kepentlngan mâsyânkat maka fungsi

hukum meliputi (l) baglan dari sistem pengendalian sosial; (2) alat

penyelesaian konflik; dan (3) sarana penggerak perubàhan/rekayasa

sosial.
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B. SARAN

Dalam kaitânnya dengan kepentingan hukum bangsa Indonesia,

maka sistem hukum yang akan dibangun harus bersifat humanistik

berdasarkan Pancasila.
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